(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 47.930.652.817
enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupisgh koma dua puluh delapan sen)
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 11.162.951.850,- (sebelas milj . )
lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ( YAar seratus enam puluh dua juta sembilan ratyus
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5 951.3 - it .
ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah P 2.751.368.388, - (lima miliyar sembilan
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf d sebesar Rp. 68.874.637.081.23 ilj
delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah koma dua puluh _.u.Mm WMHMB pultih delapan miliyar

»28 (empat puluh tujuh miliyar sembilan ratus tiga puluh juta

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.311. 161.451.310,- (satu triliun 4 s
puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas : A @ ratus sebelas miliyar seratus enam
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.217.098.816.000 - ili :
miliyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) 000,- {satu triliun dua ratus tujuh belas
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.062.635.310.- i -
dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) »* (sembilan puluh empat miliyar enam puluh

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud daiam pasal 2 huruf ¢ sebesar Rp. 33.544.230.724

. . . . .-m . .. .
mEUmﬂﬁEcwmBﬁm:ﬁﬁmasmnmn:mnmmvz_crnvc E._crﬂmﬂ:wmcmv:_sw empat rupiah) yang terdiri atas : Ammﬁc_:r_umm miliyar lima ratus
a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;

¢. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.527.000.000 - : s .
tujuh juta rupiah) »~ {sembilan belas miliyar lima ratus dua pulup

(3) Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaks

= . - ud pada ayat (1) h i
Rp. 14.017.230.724,- (empat belas miliyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh Qwﬁmﬂ Eumummr_ urufe direncanakan sebesar

undangan



,02 (satu triliun li ili ; . )
tiga ribu tujuh belas rupiah koma lima puluh dua sen) terdiri atas : ! " lima ratus dua miliyer lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial
(2} Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 669.176.568. - : o
enam juta lima ratus enam puluh delapa, 1iby fegun mates e vE:wvmmE EE.mEmm 741,- (enam ratus enam puluh sembilan miliyar seratus tujuh puiuh
{3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 387.686.670.

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 215.774.728. - i s . .
juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas EE%: yang Hmw&wm mﬂm . {dua ratas lima belas miliyar tujuh ratus tujuh puluh empat
Belanja modal tanah;
Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal gedung dan bangunan;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:
Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset lainnya.

me oo



(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar R

p. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiahyj
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu

ruf b sebesar Rp. 19.352.718.511,- (sembilan belas miliyar tiga ratus
lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus sebelas rupiah)

(4) Belanja modal gedung dan bangunan wmcmmmu.unmbm dimaksud pada m..wmﬁ (1) huruf ¢ wo_ummmww Rp.
delapan puluh satu juta seratus lima puluh n_cm. ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah)
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana &Bmme@ pada ayat
lima ratus tiga puiuh lima juta delapan ratus E._..cr puluh dua ribu dua
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu
delapan puluh lima ribu tujuh ratus EEE..; . o |
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus riby
rupiah)

74.181.152.474 - (tujuh puluh empat miliyar seratus

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf ¢ sebesar R

- 6.092.772.395,52 (enam miliyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh
puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma lima puluh dua sen)

terdiri atas belanja tidak terduga.
Pasal 10

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud QEE..s pasal 7 huruf d se
sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat puluh en
a. Belanja bagi hasil
b. Belanja bantuan keuangan . ~
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) _.E:.h. a sebesar Rp. 5.809.360.446,70 (ima miliyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus
enam puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) .
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat E huruf b sebesar wv. 198.980.464.600,- (seratus sembilan puluh delapan miliyar
sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah)

besar Rp. 204.789.825.046,70 (dua ratus empat miliyar tujuh ratus d

elapan puluh
am rupiah koma tujuh puluh sen) yang terdiri atag :

Pasal 11

{1} Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Bu

pati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya diusulkan dalm perub
anggaran 2025

ahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memenuhi kriteria

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
b.  tidak diharapkan terjadi secara berulang

¢. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
a. Program kegiatan pelayana dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.  Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 12

kKincian Anggaran Fendapatan dan Belanja LJaerah sebagaimana tercantum datam -

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

c. Lampiran IiI Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok Jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaan

d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta sub keluaran

e. LampiranV Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara

f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM

g Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD /RPD dengan APBD

h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan peraturan daerah tentang APBD

i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota

j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan

k. Lampiran XI Daftar piutang daerah

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI POSO,

7

VERNA 6 KIRIWANG
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